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ABSTRAK 
 
Jurnal Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi No. 141/PHP.BUP-XIX/2021 
mengenai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Labuhanbatu pada tahun 2020 dengan para 
pihak yang berperkara  yaitu Andi Suhaimi Dalimunthe, S.T., M.T. dan Faizal Amri Siregar, 
S.T. (pasangan nomor urut 3) sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Labuhanbatu sebagai termohon dan dr. H. Erik Adtrada Ritonga, M.KM. dan Hj. 
Ellya Rosa Siregar, S.Pd., M.M. (pasangan nomor urut 2) sebagai pihak terkait. Dalam 
putusan Mahkamah Konstitusi mengadili pokok permasalahan dengan amar putusan menolak 
permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menetapkan hasil akhir perolehan suara yang 
benar untuk masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Labuhanbatu Tahun 2020 yaitu perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-
Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUPXIX/2021 Dalam Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020. Dalam analisis putusan Mahkamah 
Konstitusi ini mempunyai tujuan penelitian yaitu melihat kewenangan Mahkamah Konstitusi 
dalam menetapkan permasalahan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif 
dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, norma-norma yang terdapat dalam 
peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini mempunyai tujuan melihat kewenangan 
Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan suatu perkara pemilihan kepala daerah.  
Kata kunci: pemilihan kepala daerah, putusan Mahkamah konstitusi, sengketa 
pemilihan kepala daerah 
ABSTRACK 
This research journal examines the Constitutional Court Decision No. 141/PHP.BUP-
XIX/2021 regarding the election of the Regent and Deputy Regent in Labuhanbatu in 2020 
with the litigants, namely Andi Suhaimi Dalimunthe, S.T., M.T. and Faizal Amri Siregar, S.T. 
(couple number 3) as the applicant against the General Election Commission of Labuhanbatu 
Regency as the respondent and dr. H. Erik Adtrada Ritonga, M.KM. and Hj. Ellya Rosa 
Siregar, S.Pd., M.M. (pair number 2) as a related party. In the decision of the Constitutional 
Court to adjudicate the subject by ruling to reject the applicant's application in its entirety 
and determine the final result of the correct vote acquisition for each Candidate Pair in the 
2020 Labuhanbatu Regent and Deputy Regent Election, namely the vote acquisition 
determined by the respondent based on the General Election Commission Decision. 
Labuhanbatu Regency Number 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 concerning the 
Determination of the Recapitulation of Vote Counting Results after the Decision of the 
Constitutional Court Number 58/PHP.BUPXIX/2021 in the 2020 Election of Regent and 
Deputy Regent of Labuhanbatu. In the analysis, the decision of the Constitutional Court has 
a research objective, namely to see the authority of the Constitutional Court in determining 
the problem. The method that use is normative juridical with a statutory approach and the 
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norms contained in statutory regulations. The results of this study have the objective of 
looking at the authority of the Constitutional Court in deciding a regional head election case. 
Keywords: regional head election, Constitutional Court decision, regional head election 
dispute 
A. Latar Belakang Masalah 
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk 
melaksanakan suksesi pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilu yang 
besifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung suatu lembaga 
yang kredibel. Untuk itu, lembaga Penyelenggara Pemilu harus mempunyai integritas 
yang tinggi, ketidakberpihakan kepada salah satu Peserta Pemilu serta memahami tugas 
dan tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu dan menghormati hak-hak politik 
dari warga Negara. 
Pengertian pemilu secara umum adalah sarana pelaksanaan atau penegakkan hak 
asasi warga negara selaku kedaulatan rakyat dan rakyatlah yang berdaulat untuk 
menentukan jalannya pemerintahan yang akan berlangsung melalui pemimpin yang 
dipilihnya. Sedangkan penjelasan dari pemilihan kepala daerah adalah pemilihan umum 
untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia 
oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Dalam permasalahan yang akan diteliti mengenai sengketa pemilihan kepala 
daerah di labuhanbatu tahun 2020. Dalam pokok perkara yaitu adanya ketidakpuasan 
salah satu calon Bupati/wakil bupati. Dalam pokok permasalahan yaitu Menyatakan batal 
dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 
64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-
XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 pada 
TPS 007 dan TPS 009 di Kelurahan Bakaran Batu dan Kecamatan Rantau Selatan dan 
meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk melaksanakan 
pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu 
Tahun 2020 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu dan 
Kecamatan Rantau Selatan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak 
diucapkannya Putusan Mahkamah ini dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam 
jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang. 
Dalam laporan tersebut dijelaskan adanya beberapa praktik pelanggaran dan 
kecurangan dalam pemilihan tersebut yang merugikan pemohon. Beberapa pelanggaran 
dan kecurangan tersebut diantaranya adanya pemilih yang diperbolehkan memilih tanpa 
menunjukkan KTP elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan (Suket) untuk memilih 
tetapi menggunakan Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan Rantau Selatan dan Kecamatan 
Rantau Utara; Adanya penduduk luar kabupaten yang menggunakan hak pilihnya di 
Tempat Pemungutan Suara (TPS) 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau 
Selatan.  
Berdasarkan fakta hukum dari pokok permasalahan yang diajukan oleh pemohon, 
Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yaitu Menolak permohonan Pemohon untuk 
seluruhnya; Menyatakan sah perolehan suara hasil pemungutan suara ulang pada 19 Juni 
2021 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan 
Rantau Selatan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
141/PHP.BUP/XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021 dan Menetapkan hasil akhir perolehan 
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suara yang benar untuk masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, yaitu perolehan suara yang ditetapkan oleh 
Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu 
Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUPXIX/2021 
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 
April 2021 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah berdasarkan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021 dengan perolehan 
suara hasil PSU pada tanggal 19 Juni 2021 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 
Kelurahan Bakaran Batu. 
Dari permasalahan pokok perkara yang sudah dibahas mengenai adanya indikasi 
pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan kepala daerah di Labuhanbatu tahun 2020 
dimana Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dari Pemohon. Dalam penelitian ini 
membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menentukan suara yang benar 
dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Labuhanbatu tahun 2020. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis merumuskan masalah 
yaitu: Bagaimana Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menetapkan Suara Yang 
Sah Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Labuhanbatu Tahun 2020 Dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 141/PHP.BUP-XIX/2021 ? 
 
C. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan 
perundang-undangan dan kasus. Objek penelitian yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi 
No. 141/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 3 Juni 2021. Data yang digunakan adalah data 
sekunder berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder 
(buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian). Bahan hukum yang terkumpul kemudian 
dianalisis untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. 
 
D. Tinjauan Pustaka 
Berdasarkan Undang-Undang republik indonesia nomor 8 tahun 2015 tentang 
perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan 
pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, 
bupati, dan walikota menjadi undang-undang, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota di dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan yang dimaksud dengan pemilihan 
pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan 
wakil walikota yang selanjutnya disebut dengan pemilihan adalah pelaksanaan 
kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara 
langsung dan demokratis. 1  Melalui Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang 
menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya 
menentukan arah masa depan sebuah negara.2 
 
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang 
2 Yusdianto, Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme 
Penyelesaiannya. Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010, hlm 44. 
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Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut 
Pilkada atau Pemilukada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup: 
1. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi 
2. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten. 
3. Wali kota dan wakil wali kota untuk kota 
Beberapa pengertian pemilihan kepala daerah menurut para ahli: 
1. Menurut Ramlan, pilkada adalah sebuah mekanisme penyeleksian serta 
pendelegasian. Atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. 
2. Ali Moertopo juga mencetuskan pengertian pilkada, menurutnya pilkada pada 
hakekatnya adalah sarana yang disediakan bagi rakyat untuk menjalankan 
kedaulatannya. Hal ini sesuai dengan azas dalam Pembukaan UUD 1945. 
3. Suryo Untoro juga mencetuskan pengertian pilkada. Menurut Suryo Untoro pilkada 
merupakan suatu pemilihan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Terutama rakyat 
yang telah memiliki hak pilihnya. Hak ini digunakan untuk memilih wakil-wakilnya 
di MPR, DPR, dan DPRD. 
Tujuan pilkada adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah untuk 
membentuk pemerintahan yang demokratis. Selain itu, pilkada juga bertujuan untuk kuat 
dan memperoleh dukungan rakyat guna mewujudkan tujuan nasional yang tertera pada 
UUD 1945.  
 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan putusan yang tidak hanya mengikat 
para pihak (inter parties) tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (erga omnes). Asas erga 
omes tercermin dari ketentuan yang menyatakan bawa putusan MK langsung dapat 
dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali 
peraturan perundang-undangan mengatur lain. 
 Dalam pasal 10 ayat (1) penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang 
berbunyi3 :  
“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi 
langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang 
dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang 
ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”. 
 Konsekuensi yuridis dari ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa putusan 
Mahkamah Konstitusi telah mempunyai akibat hukum yang jelas dan tegas, serta tidak 
ada upaya hukum lanjutan sejak putusan tersebut selesai diucapkan dalam sidang pleno 
yang terbuka untuk umum.4 Pijakan yuridis dari ketentuan ini juga dapat ditemui di dalam 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. 
 Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada pilihan lain 
selain melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi secara konsekuen. Terlebih, putusan 
 
3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang 
Mahkamah Konstitusi 
4 Fajar Laksono, dkk, Implikasi Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 
Tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)/Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Jakarta: 
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013, h. 4 
538 
 
Mahkamah Konstitusi berlaku mengikat tidak hanya bagi pihak yang sedang berperkara 
di Mahkamah Konstitusi, namun juga mengikat bagi semua pihak (erga omnes).5 
 Berdasarkan ketentuan di atas maka putusan MK bersifat final yang berarti: (1) secara 
langsung memperoleh kekuatan hukum, (2) karena telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap maka putusan MK memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan 
putusan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan MK berbeda dengan putusan peradilan 
umum yang hanya mengikat para pihak berperkara (interparties). Semua pihak wajib 
mematuhi dan melaksanakan putusan MK, (3) karena merupakan pengadilan pertama dan 
terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sebuah putusan yang 
apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh berarti telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan memperolah kekuatan mengikat (resjudicata 
pro veritate habeteur). Tegasnya, putusan MK yang telah memiliki kekuatan hukum tetap 
dengan serta merta memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. 
 Menurut Van Kan, kepentingan-kepentingan manusia bisa saling bertumbukan kalau 
tidak dikendalikan oleh kaidah, sehingga lahirlah kaidah agama, kaidah kesusilaan dan 
kaidah kesopanan sebagai usaha manusia untuk menyelaraskan kepentingankepentingan 
itu. 6  Selain kaidah agama dan kesusilaan di butuhkan satu kaidah lagi yaitu kaidah 
hukum. Kaidah hukum mempunyai sifat pemaksa artinya kalau seseorang melanggar 
kepentingan orang lain maka dia akan dipaksa oleh hukum untuk mengganti rugi atau 
bahkan dicabut hak kebebasannya dengan jalan dimasukan ke penjara agar kepentingan 
orang lain itu tidak terganggu. 
 Pengertian sengketa pemilu/pilkada adalah adalah  sengketa  yg  terjadi 
antar   Peserta   Pemilu  &  sengketa  Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu 
sebagai akibat   dikeluarkannya   keputusan  KPU,  KPU Provinsi, KPU Kab/Kota. 7 
Dalam sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) memiliki objek sengketa, yaitu  
-Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota. 
-Keputusan sebagaimana dimaksud adalah dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita 
acara. 
 Jenis sengketa meliputi: antar peserta pemilu; Antara peserta pemilu dengan 
Penyelenggara Pemilu sbg akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Prov. & KPU 
Kab/Kota. Sengketa juga dpt digolongkan menjadi: sengketa proses pemilihan dan 
sengketa hasil pemilihan. 
 Secara umum pengertian sengketa pemilukada adalah suatu benturan kepentingan 
yang terjadi antara calon kepala daerah yang satu dengan yang lainnya dalam peristiwa 
hukum yang namanya ”Pemilihan Kepala Daerah”. Benturan kepentingan dapat berupa 
Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam 
bentuk surat keputusan dan/atau berita acara. 
E. Pembahasan 
1. Kasus Posisi 
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 yang 
mengadili perkara Pemilihan Kepala Daerah di Labuhanbatu Tahun 2020 antara Andi 
Suhaemi dalimonthe dan Faizal Amri Siregal terhadap KPU Labuhan Batu. Didalam 
 
5 Maruarar Siahaan, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi”, Jurnal Hukum, 
Volume 16, Nomor 3, Juli 2009, h. 359. 
6 J. Van Kan dan J.H. Beekhuis, Pengantar Ilmu Hukum ( Jakarta : PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982) 
hlm. 7-17. 
7 https://serangkab.bawaslu.go.id/sengketa/, dilihat sabtu, 16 Oktober 2021, Jam 11.15 
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pokok perkara tersebut dinyatakan adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan dalam 
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020. Kecurangan pemilu 
merupakan interverensi (campur tangan) ilegal dalam proses pemilihan umum, entah 
dengan meningkatkan pembagian suara dari kandidat yang disukai, menurunkan 
pembagian suara dari kandidat lawan, atau keduanya.8 
Dalam perselisihan Pemilihan kepala daerah di labuhanbatu diduga adanya 
beberapa pokok-pokok pelanggaran dan kecurangan diantaranya perolehan suara masing-
masing pasangan calon di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran 
Batu, Kecamatan Rantau Selatan; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu 
untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009; Komisi 
Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.  
Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi telah dikeluarkan putusan dengan 
menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menetapkan hasil yang sah pada 
TPS 007 dan 009. Hasil rekapitulasi hasil suara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Labuhanbatu adalah sah; memerintahkan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Labuhanbatu untuk menerbitkan keputusan baru tentang Penetapan Pasangan 
Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Labuhanbatu Tahun 2020 dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan 
ini. 
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah di 
Labuhanbatu (Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021) 
Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan 
yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. 
Kedudukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku 
kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 
(empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 
1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 
 Undang-Undang Dasar; 
3. Memutus pembubaran partai politik, dan 
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 
Kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan 
Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden 
menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran dimaksud sebagaimana disebutkan dan 
diatur dalam ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yaitu melakukan pelanggaran hukum 
berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau 
perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 
Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 
8 https://id.wikipedia.org/wiki/Kecurangan_pemilihan_umum, dilihat hari kamis, 21 Oktober 2021, jam 13.20 
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Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015, MKRI memiliki kewenangan tambahan 
Memutus perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selama belum 
terbentuk peradilan khusus. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015, Mahkamah 
Konstitusi berwewenang dalam mengadili perselisihan dalam pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati. 
Dalam duduk perkara perselisihan pemilihan Bupati di Labuhanbatu salah satu 
pasangan menduga adanya pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan tersebut dan 
meminta untuk dilakukan pemilihan ulang di beberapa TPS. Adanya pelanggaran atau 
kecurangan dalam pilkada merupakan salah satu permasalahan yang sangat krusial. 
Dimana akibat dari kecurangan tersebut sangat merugikan salah satu pihak peserta 
pemilu.  
Menurut Titi Anggraini, direktur eksekutif dari Perludem (Pegiat Perkumpulan 
untuk Pemilu dan Demokrasi) mengatakan beberapa macam pelanggaran dalam Pilkada 
diantaranya: a). Pemilih yang tidak terdaftar di DPT; b). Formulir C6 tidak disebar; c). 
Pemilih ganda; d). Ghost Voter (pemilih menggunakan hak pilih dengan indentitas orang 
lain); e). Kecurangan logistik; f). Praktik politik uang. 
Pihak-pihak yang berperkara telah mengajukan beberapa bukti-bukti terkait 
perselisihan tersebut. Pemilihan ulang dibeberapa TPS telah dilaksanakan dengan 
melakukan koordinasi antar pihak yang terkait. Dengan melihat bukti-bukti dan telah 
dilakukannya pemilihan ulang yang dicurigai adanya kecurangan maka Mahkamah 
Konstitusi dalam amar putusan telah mengeluarkan putusannya yaitu menolak 
permohonan pemohon untuk seluruhnya; menyatakan sah atas pemungutan di TPS 007 
dan TPS 009; menetapkan hasil rekapitulasi sah yang dikeluarkan oleh KPU Kab. 
Labuhanbatu; Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk 
menerbitkan keputusan baru tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 
Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020; dan 
Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.  
Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan 
sengketa pemilihan Bupati dapat memberikan hasil yang berazaskan keadilan. 
Kewenangan yang diberikan UUD 1945 menjadikan Mahkamah Konstitusi yang 
mempunyai kedudukan sebagai salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman 
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 
F. Penutup 
1. Kesimpulan 
Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD 
1945. Memiliki kedudukan sebagai salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan 
kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 
hukum dan keadilan. Dalam UU Nomor 8 Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi 
berwewenang dalam mengadili perselisihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati. Perselisihan dalam pemilu disebabkan dugaan adanya pelanggaran atau 
kecurangan yang merugikan salah satu pihak peserta pemilu. Sebagai contoh dalam 
perselisihan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu tahun 2020. Mahkamah 
Konstitusi mempunyai wewenang dalam memutus perkara perselisihan ini. 
Perselisihan pemilu telah diselesaikan dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021.  
2. Saran 
Dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah telah diatur dalam UU. 
Kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga negara dalam penyelesaian 
541 
 
sengketa tersebut. Sebagai warga negara kita berharap bahwa pemilihan kepala daerah 
harus mengedepankan azas Pemilu yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, 
dan Adil (Luber Jurdil). Langsung berarti pada saat pencoblosan, pemilih memilih 
secara langsung tanpa diwakilkan. Umum, berarti pemilih yang telah memenuhi 
syarat, dapat menggunakan haknya tanpa terkecuali. Bebas maksudnya pemilih bebas 
menggunakan hak suaranya tanpa paksaan pihak manapun. Rahasia artinya pada saat 
memilih, tidak ada orang lain yang mengetahui apapun pilihannya. Jujur artinya 
semua pihak yang terlibat dalam Pemilu bersikap jujur sesuai aturan yang berlaku. 
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